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Permendagri No. 90 Tahun 2019

LATAR BELAKANG

Kondisi saat ini :

Jumlah Program + 200 s.d 800
Jumlah Kegiatan > 4000

F”’j,) Program Kegiatan saat ini belum mengacu
] pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

terdapat perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya  belum mengacu pada  Peraturan
Pemerintah No. 18 tahun 2016 dan turunannya




GRAND DESIGN
Permendagri No. 90 Tahun 2019

Siklus Pengelolaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

KEBUTUHAN
INFORMASI TAHAPAN PERENCANAAN o----1 40y .
» URUSAN + RPJMD — Renstra : | TAHAPAN PREEERANAAN
*  BIDANG URUSAN * RKPD —Renja : —== y EPA-SKPDK N
* PROGRA « KUA - PPA - * Anggaran Kas
. KECC;)S\TAIZA . RLJA_SKPDS i PELAKSANAAN * Transaksi Penerimaan
* SUB KEGIATAN * Rancangan Perda APBD * Transaksi Pengeluaran (SPP-
*  ORGANISASI * Rancangan Perkada SPM-SP2D-SPJ)
e  SUMBER DANA Penjabaran APBD P * Transaksi Akuntansi berbasis
« LOKASI PERENCANAAN ]| Akrual
«  AKUN —
«  KELOMPOK
e JENIS
Shlas TAHAPAN PENGAWASAN =~~~ PENGAWASAN &
" RINCIAN OBJEK & PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN
" SUB RINCIAN *  Evaluasi & PELAPORAN
OBJEK e Reviu * Laporan Keuangan SKPD & Pemda
* Audit * Laporan Kinerja
* Statistik

“kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan”



Permendagri
No. 90 Tahun 2019
Klasifikasi, Kodefikasi&
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan &

Keuangan Daerah '\

PP No. 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah

@

PP No. 18 Tahun 2016
Perangkat Daerah

Rancangan PP

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah

— o

Permendagri
No. 70 Tahun 2019
SIPD

UU No. 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

Rancangan Permendagri
Pedoman Teknis
Pengelolaankeuda

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
berdasarkan Regulasi Kemendagri

Permendagri No. 86 Tahun 2017

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Ranperda Tentang RJPD Dan RPJMD,
Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan
RKPD

PP No. 12 Tahun 2017

Pembinaan dan Pengawasan
Penyelanggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren

R

PP No. 13 Tahun 2019

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki kewenangan melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah

mulai dari penyelenggaraan urusan, pelaksana urusan, pengelolaan keuangan atas pelaksanaan urusan,
pembinaan dan pengawasan hingga laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerabh.




Uu 23

Tahun 2014

Pasal 23
1.

LANDASAN KEBIJAKAN

Permendagri No. 20 Tahun 2019
PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuda

Pasal 49
Belanja

APBD  disusun
ke butuhan
Urusan Pemerintahan daerah yang

sesuai dengan 1.

penyelenggaraan

menjadi kewenangan Daerah dan 2. Urusan
kewenangan daerah terdiri atas Urusan

kemampuan Pendapatan Daerah.

Daerah untuk mendanai

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Pemerintahan yang  menjadi

2. APBD disusun dengan Pemerintahan Waiib dan Urusan
mempedomani KUA PPAS yang Pemerintahan  Pilihan  sesuai  dengan
didasarkan pada RKPD. ketentuan peraturan perurndang-

undangan.

Pasal 188 Pasal 222 ayat (3)

1. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemda  wajib  menerapkan  sistem

. BAS untuk

Pemerintah  Daerah  dalom  melakukan
kodefikasi akun yang
struktur APBD dan laporan keuangan secara

lengkap.

menggambarkan

Daerah  bertujuan  untuk
mewujudkan statistik keuangan dan laporan
keuangan secara nasional yang selaras dan
terkonsolidasi  antara  Pemerintah  Pusat
dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi
penganggaran, pelaksanaan anggaran dan

laporan keuangan.

. BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS

Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

elektronik  di
bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

pemerintahan  berbasis

secard terintegrasi paling sedikit meliputi:

a. Penyusunan Program dan Kegiatan
dari  rencana  kerja  Pemerintah

Daerah;

Penyusunan rencana kerja SKPD;

Penyusunan anggaran;

Pengelolaan Pendapatan Daerah;

penatausahaan

® 200

Pelaksanaan  dan
Keuangan Daerah;

.—h

Akuntansi dan pelaporan; dan
g. Pengadaan barang dan jasa.

PMDN 90
Tahun 2019

Perpres No. 54
Tahun 2018
Tentang Stranas PK

Perpres No. 95
Tahun 2018
Tentang SPBE

Perpres No. 39

Tahun 2019 Tentang
Satu Data




LANDASAN KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 S

Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang SIPD

Pasal 14
(1) Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana MENTER!I DALAM NEGERI
dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai dasar dalam AEEURLIE INDyoneeaA

menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan

dolkumen perangkat daerah berbasis elektronik,

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019

{2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana TENTANG
dimalksud pada ayat (1), meliputs: KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
a. rencana pembangunan jangka panjang daerah: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

b. rencana pembangunan jangka menengah daerah: dan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
c. rencana pembangunan tahunan daerah.

{3) Dolumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat MENTERI DALAM NEGER! REPUBLIK INDONESIA,

(1), meliputi:
a. rencana strategis peranglkat daerah; dan Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasisan dan menyelaraskan
b. rencana kerja perangkat daerah. perencanaan pembangunan dan keuangan daecrah, perlu

4] Dol en perenc an pemban an daerah sebagaimana adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur

dimaksud pada ayat (2) dan dokumen perangkat daerah

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
b. bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur

perencanaan  pembangunan dan  keuangan daerah

sebagaimana dimalksud pada ayat (3), digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, digunakan untuk mendukung Sistem Informas:
PPAS, rancangan APED sampai menjadi APED vang Pemerintahan Daerah;
dilakr=analkan berbasis elelktronil. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

. a
(5) Penyusunan dokumen perencans sebagai 2 dimaksud cimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

. . . Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klas:Fkasi,
pada ayat (4], menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan

Kodefikasi, dan Nomenkiatur Persncanaan Pembangunan

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keuangan Daerah;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.




TU]UAN DAN PENGGUNAAN merupakan pedoman bagi pemerintah

] . daerah dalam menyediakan dan menyajikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 informasi secara berjenjang dan mandiri
berupa penggolongan/pengelompokan,
pemberian kode, dan daftar penamaan
menuju  “SINGLE = CODEBASE”  untuk
digunakan dalam penyusunan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban,  serta  pelaporan
kinerja dan keuangan.

v

C ~ Perencanaan Pembangunan
J,-\&

Q Perencanaan Anggaran
_—-\\

menyediakan statistik
keuangan Pemerintah

o

© Daerah

Q, ( Pelaksanaan & Penatausahaan TUJUAN
E K Wyl membantu Kepala Daerah dalam

< . melakukan evaluasikinerja dan

- ' \ keuangan daerah

ge!

S

Q.

% ‘ melakukan evaluasi I mendukung penyelenggaraan
% : perencanaan sistem informasi

T - Pertanggungjawaban Keuda pembangunan emETtEEm dea

go daerah dan

S - pengelolaan

- Pengawasan Keuda keuangan daerah ;(r:e?chblLkl;r;i
membantu Kepala Daerah I | Egzrr;rzsli;epada
dalam merumuskan y

Analisis Informasi Pemda Lainnya
kebijakan pembangunan

daerah dan keuangan
daerah



Menu Permendagri No. 20 Tahun 2019

Urusan Pemerintah Daerah

Menyadijikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang
Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Provinsi dan Kab/Kota

Fungsi

Menyajikan penyelarasan Fungsi dengan Sub Fungsi yang
merupakan Bidang Urusan

Organisasi

Menyadaijikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur perangkat
daerah berdasarkan urusan

Sumber Pendanaan

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur sumber pendapatan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan & sub
kegiatan baik yang bersifat umum maupun khusus

Administrasi Kewilayahan

A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuvuangan Daerah

Menyaijikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur wilayah
administrasi mulai dari provinsi, Kabupaten /Kota hingga kelurahan
dan Desa

Rekening

Menyadijikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur atas rekening
mulai dari Akun, Kelompok Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub
Rincian Objek

H-1-J




Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur
Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

URUSAN BIDANG URUSAN SUB URUSAN KEWENANGAN AKTIVITAS

Pilihan >

TUJUAN & SASARAN OUTCOME OUTPUT SUB OUTPUT
Pendukung >
Penunjang
Pengawas

>
>
Kewilayahan >
>
>

Waiib
Pelayanan
Dasar

URUSAN

Woaijib Non
o—
KONKUREN

Pelayanan

Dasar

Program Kegiatan Sub Kegiatan

Pemerintahan Umum

Kekhususan



Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur
Fungsi

PP NOMOR 12 TAHUN 2019

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun dalam rangka menyelaraskan dan memadukan urusan pemerintahan
daerah beserta unsur lainnya dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut Fungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Urusan

pemerintahan daerah beserta unsur lainnya tersebut diklasifikasikan menjadi sub Fungsi. Klasifikasi dan kodefikasi Fungsi
sebagai berikut:

1. Fungsi, meliputi:

SQ@ "0 o0 ToQ

Pelayanan umum

Ketertiban dan keamanan
Ekonomi

Perlindungan lingkungan hidup
Perumahan dan fasilitasi umum
Kesehatan

Pariwisata

Pendidikan

Perlindungan sosial

2. Sub Fungsi merupakan penggolongan berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan waijib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur

kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan.



R R R RPRRPRRPRRPRRRRRRRR

W w wwwwwwwwww

2
3
4
5
6
7
8
9

I e
H WONNEF-L O

OO NOOULLDE WN -

10
11
12

“elayanan Umum

Statistik

Kearsipan

Komunikasi & Informatika
Persandian

Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan

Kepegawaian

Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Inspektorat

Kecamatan

Kekhususan

Ketertiban dan Keamanan

Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri- Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pengelolaan Perbatasan Daerah

Ekonomi
Perhubungan
TenagaKerja

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penanaman Modal

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pertanian
Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral

Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Perindustrian
Transmigrasi

FUNGS

4
4
4

~N
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Perlindungan Lingkungan Hidup
Penataan Ruang

Lingkungan Hidup

Pertanahan

Perumahan dan Fasilitasi Umum
Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kesehatan
Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pariwisata
Kebudayaan
Pariwisata

Pendidikan

Pendidikan

Kepemudaan dan Olahraga
Perpustakaan

Perlindungan Sosial

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial
Sosial

Pangan

Penanggulangan Bencana




Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur
Organisasi

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN -

UNSUR PENDUKUNG
}
unsur
UNSUR PENUNJANG

UNSUR PENGAWASAN Inspektorat

PP NOMOR 18 TAHUN 2016

UNSUR KEWILAYAHAN Kab/Kota Administrasi Kecamatan

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Kesbangpol

UNSUR KEKHUSUSAN Otsus & Keistimewaan




Pemetaan (Mapping) Organisasi

alternatif-alternatif
organisasi  berdasarkan
pemerintah daerah baik
provinsi maupun kabupaten/kota.
Klasifikasi dan kodefikasi organisasi
bersifat baku yang disusun berdasarkan
urusan pemerintahan dan unsur-unsur
yang melaksanakan urusan pemerintahan.
Sedangkan nomenklatur organisasi
menyesuaikan perumpunan
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

i f !Rﬂ

menyajikan
perumpunan
kondisi di

' TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Iastrasi: 1 (satu) perumpunan

Dinas Pendidiltan

1-1 0-0 | O-0
wajib vang berkaitan dengan Bidang Pendidilkan
pelayanan dasar
Nustrasi: 2 (dua) perumpunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1-1 2-22 0-0
wajib vang Eidang wajib vang tidak Bidang
berkaitan Pendidikan berkaitan dengan Kebtudayaan
dengan pelayanan dasar
pelayanan
dasar
INustrasi: 3 (tiga) perumpunan
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1-1 2-22 2-19
wajib yvang | Bidang wajib yvang Bidang wajib vang | Bidang
berkaitan FPendidil | tidak Kebudaya | tidak Kepemudaa
dengan an berkaitan an berkaitan n dan
pelayanan dengan dengan Olahraga
dasar pelayanan pelayanan
dasar dasar




Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur

Sumber Pendanaan
PP NOMOR 71 TAHUN 2010

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan ditujukan

untuk mengelompokan sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan PA_D:

dana dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. Dana Umum Pajak Daerah

Tujuan dari pemisahan jenis dana adalah untuk pengawasan/control, Retribusi Daerah o
akuntabilitas/accountability dan transparansi/transparency (CAT). Ha.sﬂ Pfangelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan terdiri Lain-lain PAD yang Sah

v

atas: Pendapatan Transfer:
* DanaUmum » Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Dana umum atau general fund adalah dana yang digunakan Pendapatan Transfer Antar Daerah

sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari _ Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
pendapatan asli daerah, dana transfer dari APBN yang bersifat " Hibah

blockgrant dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

* DanaKhusus
Dana khusus atau restricted fund adalah dana yang digunakan
sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan PAD:
daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukkannya dalam -
rangka desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang Dana Khusus Pal])illj(allj(algigaraan Bermotor
peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan Kketentuan Pajak Kendaraan Bermotor untuk
peraturan perundang-undangan, dana transfer dari APBN yang Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan
bersifat earmarked, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, serta Peningkatan Moda dan Sarana
dan hibah dengan tujuan tertentu. Transportasi Umum

v



Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur

Administrasi Kewilayahan (Lokasi)
PERMENDAGRINOMOR 72 TAHUN 2019

B. KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI, KEABUPATEN/EKOTA. KECAMATAN DAN DESA/REELURAHAN SELUTRUH INDCONESLA

e

M OVINSI JUMLAH NAaMA f JUMLAH LITAS JUMLAH
KEODE ARLA PR / WILAYAH | PENDUDUK KETERANGAN
HABUPATEMN f KOTA . i) *)
4 KAB | KOTA KECAMATAN HELLURAHAN DESA (2]
11 ACEH UL No. 11 Tabun 2006
1 1.1 EARY ACEH SELATAN 18 - 50 3841, 80 230 3254
1 1.1 .01 I Bakcngan - T
1 1.0 01 0H0 1 1 Keudes Bakaomgam
1 101 02002 2 Upomng Margki Ferbislcan o seaibai Skl Pemkal Aceh Sclabas
Mo 1408002016 gl 14 okt 2006 dan Rekomedsmi Detjers Bina
Femadea Mo, 146/ 3672 /EFD gl 21 Juans 2017
1 1401 F1 W03 2 Upong Padang Ferbaclcsn cours sexuai Surst Pemkab Aseh Scelatas
Mo 1408002016 ml 14 okt 2006 dan Rekomedsmi Datjers Bina
Femadea Mo, 146/ 3672 /EFD gl 21 Juans 2017
1 101 D20 4 Champong Deien Ferbislcan o seaibai Skl Pemkal Aceh Sclabas
Mo 140 800 2016 gl 14 okl 200E dan Rekomediai Datjen Hina
Femades Mo, 146703872 /EPD gl I1 Juns 2017
Bukit Ghadeng Blenjads wil Kec. Koba Bahagia Perda Mo, 303000
Seunsubal Kewranih Blenjads wil Koo, Koba Bahagia Perda Mo, 3/ 3000
Raenb=nmgg Blenjads wil Kec. Koba Bahagia Perda Mo, 303000
Crumoang Rayeuk Blenjads wil Kec. Koba Bahagia Perda Mo, 303000
Heunong Blenjadi wil Kee. Kota Bahagis Perda Mo, 373000
Jambn Keapak Blenjads wil Kec. Koba Bahagia Perda Mo, 303000
Lijpoimngg Tanaalh Blenjads wil Kec. Koba Bahagia Perda Mo, 303000
Crumongg T Blenjadi wil Kee. Kota Bahagis Perda Mo, 373000
Seunsubnk Alur Blenjads wil Kec. Koba Bahagia Perda Mo, 303000
Hulod
Alurdussmas Blenjads wil Kec. Koba Bahagia Perda Mo, 303000
1101 015015 5 Darul Ikhsan Femelourmms Deas, Qunian Mo, 6/ 2000
1001 81 18 & Padang Beurahian FPemelourm Dieas, Canian Mo, 5/ 3010, Perlsukan nuama scsiass
Shiral Pemkals Adch Sclatas Me 140810/ 370616 1l 14 akt 3016
das Behkamadasi Dhigen Bona Peoadea N 146 /367 2/ BPD 1l 21
Jizni 1T
1101 .0 T 7 Gampong Bano Femeloemn Deas, Quonun Mo, 672000
1 1.1 .02 2 Kt Unara = *1
1 1.0 2. 2H0 1 1 Fajar Harapan
1 1.0 N2 0D 2 Krueng Bapes
1 1.0 2.0 = Faslk Kuala Asahian
1 1.0 K2 0 4 Trumuang Pulo




Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur

Administrasi Kewilayahan (Lokasi)

S

) . JUNLAH MAMA J JUMLAH LUAS JUMLAH . ) )
KODE NAMA PROVINSI/ Wity Al | PENDL DU KETERANGAN
KABUPATEN / KOTA .
KAR | KOTA KECAMATAN KELURAHAN DESA (Km2} {diwn) *)
L1.75.04. 2010 1 Fula Eedep Frrhadkan nama srwas Yalidee Data Bama dan Kodefikas Deas
bl 17 Slem 20T e Mekomedsn Drpn Hesm Femdes So
_ a6 5673 BPED 1l 21 Jund 3017
L1.75.04. 5101 1 11 Pula Belen Ferhadkenn nasa srwos Yalidens Datm bama dan Eodefilomi Deas
bl 17 Silm= 206 T dan Mekomedsm Do Bem Femdes So
Lo 207 2 JEHALE tg] 20 Juma IS
11.75.04. 301 3 12 Sanggeraing
I'...Ti.l:ld.il:ll.'!-l 13 Namsss Hussya
1 '_._Tﬁ.ljﬂ.mlql 14 I:|.|'.|..|..|l|.- Pare Ferhasknn nassa srsnes Sl Fees Aceh Ne Léh 1 DUSS0 il 1.3
Jum HIS, Prrbatoan narma sesun Valwinm Dises Masss dan
Kodrfiksxi Dean el LT ke 35017 den Brkosedas Ditjen Bina
Frmoes o, 196 3602 FEMLE el 20 Jues AR
L11.75.04. 3015 15 Bunga Tanjiing
10.75.04. 3015 16 Clipuier-Poeri Tissyue Prrhscknn na=a sreass Yalidss Dain Mams dan Kodefibss) Dess
bl 17 Slem 20T e Mekomedsn Drpn Hesm Femdes So
a6 5673 BPED 1l 21 Jund 3017
Cipsir Piri Eharan
L11.75.04. 2015 17 Drirul Mulissur D
L1.75.04. 2015 18 Jaki-lakd Barar Frmrkamn setapmn wil Do dnbi-dsé Prods Mo, 972013
1 17504, W3 1% Baru Magual Frmrkamn setapmn wil Dess Name Bosys Peerdn 8o, 97 2002
11.75.05 5 Loagkik 110 Sr=min wil Knb. Acorh Singicl
1 1.7 5.05. 3001 1 Lasighah
1 1.75.05. 3003 I Sepang
I'...Tﬁ.l:lﬁ..El:I'l'l.'!-I 3 Paniji
11.75.05.3004] 4 Lar Saga
1 1.75.05 2005 5 Bikerahiargg
1 1.7 505 30| & Bantai Pasjang
1 1.7 5.05. 3007 7 Bulkit Pasjans
1 '___Tﬁ_n;__auﬂal & Dl Assean Frrhakan na=a sreass 3ot Prs Acch Ko, 1860/ V0SS0 e 13
- Juni 2016 Hal Heoell Klarthloss Me=n Desn / Gampong & Aorh
11.75.05. 3004 % Buasgan Sari
L. 7505 5010 1 Dl sa sclidbiiery
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Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur
Rekening

PP NOMOR 12 TAHUN 2019 AKUN

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah
merupakan alat dalam proses perencanaan
anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan
akuntansi serta pelaporan keuangan daerah
yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, dan sub rincian objek.

KELOMPOK

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur JENIS
rekening meliputi aset, kewajiban, ekuitas, Penyusunax}m

pendapatan /pendapatan-LRA, belanja, Anggaran & L

pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. OBJEK

Penyusunan  klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur rekening digunakan dalam
tahapan penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah yang
dihasilkan dari laporan keuangan primer
ditinjau berdasarkan sumber
informasi/transaksi penyusun laporan
keuangan yakni Neraca, LRA dan LO

SUB RINCIAN OBJEK



. TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING)
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BEBAN

PENDAPATAN-LO ~ B Pegaval
NERACA & LO » B.Barang & Jasa
Pendapatan Asli Daerah-LO > B.Bunga
> . » B.Subsidi
ASET Pajak Daerah-LO > B Hibah
> Aset Lancar » Retribusi Daerah-LO P
» Investasi Jangka Panjang > HaS|! Eengelolaan Kekayaan Daerah
> Y8 D|p|sahkan'|-o »  B.P. Peralatan & Mesin
Aset Tet
el e » Lain —lain PAD yg Sah-LO > B.P. Gedung & Bangunan
» Dana Cadangan Pendapatan Transfer-LO » B.P. Jalan, Jaringan & Irigasi
> Aset Lainnya ) » B.P. Aset Tetap Lainnya
— » Transfer Pemerintah Pusat-LO N —
» Transfer Antar Daerah-LO BT Ao AT
> Kewaijiban Jangka Panjang Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah -LO
» Kewajiban Jangka Pendek » Hibah-LO > B.Bagi Hasil

» B.Bantuan Keuangan

IS > Dene Danuratlo

> Ekuitas » Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU-LO > B Tidak Terduga

Surplus Non Operasional



(\ ., b

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah
» Pajak Daerah
» Retribusi Daerah

» Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yg Dipisahkan
» Lain —lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer
> Transfer Pemerintah Pusat

> Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

> Hibah

> Dana Darurat

» Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

LRA

' TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

BELANJA

YV V V V VY V
W W W m w w

YV V VYV VYV V

o O W W w

Y

. Pegawai
. Barang & Jasa

. Bunga

Subsidi

. Hibah

. Bantuan Sosial

. M. Tanah

. M. Peralatan & Mesin

. M. Gedung & Bangunan

. M. Jalan, Jaringan & Irigasi

. M. Aset Tetap Lainnya

. Bagi Hasil

. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SiLPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjoman Daerah

VIV|IVI|IV|V]|V

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai
Ketentuan PUU

Pengeluaran Pembiayaan

>

Pembentukan Dana Cadangan

>

Penyertaan Modal Daerah

>

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo

Pemberian Pinjoman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU




=
d. Penyedarhanaan birokrasi dengan prioritas utama g* J
1)p gk p dan 3
2) peny )k i dan diganti dengan |abatan fungsional yang %
menghargai keahlian dan kompetensi, dan
3) secius dafam pencapaian iujuan program pembangunan.
MENTERI DALAM NEGERI 0. Transk | ekonomi dengan prioritas utama transf i darl ketergantungan PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modem yang REPUBLIK INDONESIA
mempunyai nilal tameah tingg! bagl kamakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi
selurvh rakyat Indonesia
2, Bercasarkan pada angka 1 (satu) diatas, diminta kepada Saudarall untuk:

Jakana, 2 Desember 2018 a. Menduking 5 (lima) Fokus Kerja Presiden sebagai acuan program prioritas daerah :
Yt Sdih A yang disusun dafam dokumen perencanaan pembangunan dasrah (Rencana PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- Sdrh. BupatiWalikota Pembangunan Jangka Menengah DaerashRPJMD) dan Rencana Kena
di- Pemerintah DaeraVRKPD) dan dokumen penganggaran daerah (Anggaran NOMOR 18 TAHUN 2020
Seluruh Indonesia Pandapatan dan Belania Daerah/APBO}; &
b. Program dan keglatan priorias daerah yang merupakan kesepakatan dan tertuang TENTANG
SURAT EDARAN dalam KUA-PPAS agar disesuaikan dengan 5 (lima) Fokus Kerja Presiden pada RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
NOMOR 050/13402/S.) PRSI 0NN P08 thiig ACTOTehwn Woaetn U O TAHUN 2020-2024
¢. Untuk konsistansi dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD)
TENTANG 2020 dengan dokumen penganggaran daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2020,
maka periu dilakukan perubahan RKPD 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
< SR KA PNSEIIEN TALIIN 28 W34 3 Sambl menunggu peneiapan RPIVIN 2020-2024, ogar Saudarall molakukan
Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional {Rakornss) Indonesia Maju penyesuaian RPJMD dan mengintegrasikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Pemerintah Pusal dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tentang Kiasflkasi, Kodefkasi, dan Nomenkiatur Pembangunan dan Penganggaran PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 di Sentul Intemstional Convention Dserah, serta menarapkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem y
f::w (:'::). Bogor, Jawa Baral, bersama i dissmpakan kepada Saudarali hal-hal e
agai beskut: > : ,
1. Bapak Presiden menyampaikan pengarahan lerkait 5 (ima) Fokus Kerja Presiden DS (! mrh’/"'ﬁ i s Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
fahun 2019-2024 sebagai berikut: / GERI Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
a. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan priorias utama. /7 1y
1) membangun SOM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai imu 4
pengetahuan dan teknokogi; ) // Pasal 3
2) mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global: 4
3) mengoptmalkan kerjasama dengan industr, dan , / KARNAVIAN, Ph.D
4) penggunaan teknologl yang mempermuda pelosok g .
'33." s M e g yoaaec Raﬁ/ by 20 (1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
b. Pembangunan infrastruktur dengan prioritas wtama 1. Prasiden ublk indonesia; 4
1) menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi; 2. Wakil Prediden Repuslik Indonesia; melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang
2) mempermudan akses ke kawasan wisata; 3. MenterKoordinator Bidang Politic, Hukum dan Keamanan; B
3) mendangkrak Ispangan kesja bany; dan » e et Nl e B dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/
4) mengakselorasi nilal tambah perekonomian rakyat. 6. pentari Koordinator Bidang Kemaritinan ¢an In I:
¢. Penyederhanaan reguiasi dengan priorilas tama; . ‘Menteri Sekretaris Negara: Lembaga dan RPJM Daerah,
1) menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerna dan Undang-Undang 7 , Menteri Keuangan;
Pemberdaysan Usaha Mikro Kecd dan Menengah (UMKM), dan 9. Manteri Pecencanaan Pembangunan NasionalKepala Bappenas,
2) merevisi Undang-Undang yang manghambat panriptasn lspangan kara dan , }‘,’;i:'::f;:,’,‘:i‘p,"f,mm [3) Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah
pengembangan UMKM Vs 12. Gubermwr di Seluruh Indonesta; dan N dbralord g . b b
g s g S~ = se aimana dimaksu ada avat Pemerin Daera
3. Sambil menunggu penetapan RPJMN 2020-2024, agar Saudara/i melakukan o af e 1 P 1 Y | (), e
. . ' pal melaKukan ansultas: an QOTAINAasL CIEar
penyesuaian RPJMD dan mengintegrasikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 I
ENLET].

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Penganggaran
Daerah, serta menerapkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem O
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
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3. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun
berdasarkan Persturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolsan
SR 3 Kguangan Daersh, Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang
e Sisten Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menter Dalam Negeri
MENTERI DALAM NEGERI Nomor §0 Tahun 2019 t2ntang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
REPUBLIK INDONESIA Pembangunan dan Keusngsn Daerah,

4. Sesua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada
Pasai 5 Ayat (2) mengamanatian benwa.SlPD diskeas melals situs jadngan resmi

Jakarts, 27 Januari 2020 Kementerian Dalam Negen yaitu: https://sipd.kemendagri.qo.id
- ; %f‘mm,‘,’f:,, 5. Hal-hal teknis terkait akses dan pengopér\asian sistern dapat berkoordinasi dengan
& Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melsiui Pusat Data dan Sistem
Seluruh Indonesia Informasi Kementenan Dalam Neger), Telephone 021-3811120, e-mail:
sipd@kemendagn.go.id. \
NOMSggALE{)E/‘;';‘J ls 3 Demikian untuk menjadi perhatian dan dilak\qmakan.
TENTANG
PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Dalam rangka perceoatan implementasi dan terwuudnya integrasi proses Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam
Negerl Nomor 70 Tshun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan
Peraturan Menteri Dalam Megari Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasl, Kadefikasi
dan Nomenklatur Perencenaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersama Ini
disampaikan kepada Saudarafi hal-hal sebagai berikut |
1. Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses peryusunan '
perencanaan pembangunan dsersh, dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan embusan Yth:
Penyelenggwraan Pemeriahan Deersh (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan 1. Presiden Republik Indonesia; N
Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawssan penyelenggarasn pemenntshan 2. Wekil Presiden Rep.ibiik Indonesia; ’3\{! Y
daerah, pada satu piatform sistem informasi pameriniahan daerah, 3. Menteri Koordinator Bideng Politik, Hukum dan\Keamanan, Y
2. Guha efektifitas pelskzanaan lugas dan fungsi koordinasi serte pembiraan dan 4. Mented Koordinator Bideng Perekonormian; ; N
pengmsanwc;:lam nal penp;eiengg;ajn pomn?whe:?ua :‘a ndaecar m;a‘l:m I v o o ABaniinie dae WPabe ol
mendukung sanaan percepatan nformasi pe: deevah X . )
a. Ponyusunan-Rencens Keris Pemerinish Doerah (RKPD) Tahun 2021 fetep 3. Anggaran Pendapatan dan _Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun
bupudomn i éceme Fioioan s Mol 0o Coet (PSR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
laku, Pemerintah Dae sagera melaky proeses pemetaan : 3
ok it e Tl REH o Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
W Aoyt des s (R el Aaae Dt Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
d enkiat cansan unan sebagaimana di . . Z
e it Dialach M N 40 Tabia 010 S RO Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
2020-2024; : Pembangunan dan Keuangan Daerah.
b. Hasil pemetaan temadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD
sebagaimana dimaksud pada huryf &, menjadi acuan dalam penyusunan RKPD : . ¥
g gl ispabalbqwshpmlomasderd s i 4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada
¢ Hasil Pemetaan sstmgaimana dimaksud pada huruf b, dituangksn dalam bentuk Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi
berita acara; dan < - PR i - u .
d. Bagi Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetagan program Kementenan Dalam Nege” ya'tu' htt -”3| -ke M. -|d.

dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkst Daerah
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2018,



PEMUTAKHIRAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

USULAN PEMERINTAHAN
DAERAH

PEMUTAKHIRAN

PERUBAHAN
KEBIJAKAN

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah dapat dilakukan perubahan
sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu
penambahan dan penyempurnaan  atas
pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian
daftar penamaan atas Kklasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber
pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan,
dan rekening.

e Dalam rangka mendukung pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Menteri membentuk Tim  Pemutakhiran
Klasifikasi dan Kodefikasi yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.

e Tim terdiri dari unit Kkerja di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan
Kementerian terkait sesuai kebutuhan.
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